
BUPATI MANGGARAI TIMUR
PROVIN.SI NUSA TENGGANA TIMUR

PERATURAN DAERAH I(ABUPATEN MAI{GGARAI TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2018

*ENGAKUAN, pErur#filffi Bon ,EMBERDA'AA'
MASYARAI(AT HUKUM ADAT

DENGAN RAIIII{AT TUIIAI{ YANG MAIIA ESA

BUPATI MAITGGARAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa negara mengakui dan menghormati. kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta
hak-hak tradisiorralnya sepanjang masih hiJup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten
Manggarai Timur pada kenyataannya masih hiuup
dan berkembang di masyarakat, sehingga perlu
adanya pengakuan, perlindungan dan
pemberdayaan guna menjamin terpenuhi dan
terlaksananya hak-hak yang melekat padanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud clatam huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang pengakuan,
Perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat
Hukum Adat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 194S;

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2AOZ tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di
Provinsi Nusa Tenggara Timur (I.;moaran Negara
Republik Indonesia Tahur, 2OOZ Nomor LO2,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia
Nomor 4752);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor ssgT)
sebagaimana telah diubah beberapa kati terakhir

2.

3.



tentang Perubahan Kedua Atas Undane-Undang

Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 56791:

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2AA tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan

Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 951);

Dengan Persetujuan Bersama

DEtrIAN PERtrIAKILAN RAI(YAT DAERATI
I(ABUPATEN MAITGGARAI TIMT'R

dan
BUPATI IIIANGGARAI TIMUR

MEMUTUSI(AN :

!f,eaeta,rkan : PERATURAN DATRAII TEIYTAIYG PENGAKUAIT,
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAIT MASYATIAKAT
HUKT'M N)AT.

BAB I
KBTENTUAIT UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l,;erah ada-lah Kabupaten Manggarai Timur.
?:=enntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur.
3 -:a,i adalah Bupati \{anggarai Timur.
.-::a:rgxat Daerah Kabupaten Manggarai Timur yang selanjutnya
:-s33ut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
?::-.r'a-<rian Ralqvat Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam
:.r::i erengga-raan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
- - ----L) a- ^ a)i.

l-1as-,-arakat Hukum Adat adalah sekelompok orang dalam bentuknya
sr:asa: persekutuan hukum, terikat dalam kesatuan nilai dan hidup
:€:sama pada wilayah geografis tertentu. memiliki ikatan pada asal
';slr ,elr.lhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya
; a;n. ser-tua memiliki pranata adat dan pemerintahan adat.
?ergakuan Masyarakat Hukum Adat adalah pernyataan tertulis atas
--::D€radaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak- haknya yang
:: reri.kan oleh Negara.
Perli.ndungan Masyarakat Hukum Adat adalah suatu bentuk pelayanan

:.-il,g '*ajib diberikan oleh negara kepada Masyarakat Hukum Adat



sesua-r dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi
dari tindakan diskriminasi dan kekerasan.

tr Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat adalah segala upaya yang
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat Hukum Adat
dalam menja-lankan kehidupan sosial politik, kultural, spiritual dan
ekonominya secara lebih baik.

9. Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial herupa tanah,
air danlatau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya
dengan batas-batas tertentu yang secara turun temurun dan
berkelanjutan dikuasai, dihuni, dikelola dan/atau dimanfaatkan oleh
Masyrrakat Hukum Adat sebagai penyangga sumber-sumber
penghidupan yang diwarisi dari leluhurnya atau melalui kesepakatan
dengan Masyarakat Hukum Adat lainnyr.

10. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat
dari suatu Masyarakat Hukum Adat tertentu yang pcngelolaan dan
pemanfaatannya dapat bersifat komunal, kolel.tif maupun perorangan
serta masih didasarkan pada pranata adat dan pemerintahan adat.

11. Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan, baik yang tertulis
maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur
kehidupan Masyarakat Hukum Adat dan pihak lain yang berada di
wilayah Masyarakat Hukt:m Adat dan mempunyai akibat hukum atau
sanksi.

12 Panitia Masyarakat Hukum Adat adalah lembaga yang bersifat ad hoc
yang dibentuk untuk membantu Masyarakat Hukum Adat dalam
identifikasi sendiri dan/atau melakukan verifikasi dan validasi terhadap
hasil identifikasi sendiri Masyarakat Hukum Adat yang berada di
wilayah Daerah.

i3. Identifikasi Masyarakat Hukum Adat adatah kegiatan mencari,

mengumpulkan data dan informasi dalam rangka memeriksa
pemenuhan kriteria Masyarakat Hukum Adat.

14. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap identifikasi
keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-haknya.

i5. Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu
proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan
spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik.

BAB II
ASAS, TUJUAN, KEDUDUI(4il DAIT RUAITG LINGKUP

Bagian Kesatu
Asas

Pasa.l 2
Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat
dilaksanakan berdasarkan asas :

a. keadilan;
b. kemajemukan;
c. keseimbangan;
d. partisipasi;
e. kesetaraan; dan
f. kemanus iaan. tL



Pengakuan.
bertujuan :

a. mcnjamin
b. menjamin
c. menjamin

Baglan Kedua
TuJuan
Pasal 3

Perlindungan dan pemberdayaan Masyararat Hukum Adat

kepastian hukum keberadaan Masyarakat Hukum Adat;keberlangsungan Masyarakat Hukum Adat; dan
partisipasi Mas.yarakat Hukum Adat.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4
l'1asr arakat Hukum Adat berkedudukan sebagai subyek Hukum.

Ruang Lingkup pengakuan,
Huku'm Adat, meliputi :

Bagian Keempat
Ruang Ltngkup

Pasal S
Perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat

Karakteristik Masyarakat Hukum Adat;
i{ak dan Kewajiban Masyarakat Hukum Adat;
Pcngakuan Masyarakat Ilukum Adat;
Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
Pemberdal,aan Masyarakat Hukum Adat;
^rs :l','elesaian Sengketa;
Tugas dan Kewenarlgan pemerintah Daerah;
Kemrtraan Masyarakat Hukum Adat; dan
Pendanaan.

BAB III
I(ARAKTERISTIK MASYARAI(AT HUKIIM ADAT

Pasal 6
"---::_-i:e-sur Masyarakat Hukum Adat, meliputi :

= l::e:,ogls 1'airu Wa'u atau sebutan lainnya;: l:---::::al r-air'r Gend.angn one Lingkon pe,ang atausebutan lainnya;: -':=-laga 
}-airu ?"u'a Goro, Tu',a Tena, Tu'a Gend.ang, Iu,a panga, Tl),a-:-*; =-;u sebutan lainnya;

: :=:::argan Hrdup yaitu Mbant Bate Kaeng, uma Bate Dntat, Natas Bate

_:" 
L,ae Rate Teku, compang Bate Takmg atau sebutan lainnya;

: l'::::,a _\-arru Rukt/Sake/Ku.ta/Ireng/Woni/Maua dan Go,et atau- 3'j-.an lainnva.

BAB TV
IIAI( DAII I(EWA",IBAI{ MASYARAI(AT HUKTIM ADAT

Bagian Kegatu
Hak

pasal 7
-\{as1'ara]<at Hukum Adat, meliputi :



c. hak untuk menialankan hukum adat dan peradilan Adat dalam
penyeiesaian sengketa terkait dengan hak adat dan pelanggaran atas

hukum adat;
d. hak atas tanah ulayat, wilayah adat, dan sumber daya alam; danl

atau
e. hak atas pembangunan.

Pasal 8

Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 huruf a, meliPuti :

a. hak menganut dan melaksanakan sistim kepercayaan dan ritual yang

diwarisi dari leluhur Masvarakat Hukum Adat;
b. hak untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi, adat istiadat,

serta kcbudal'aan Masy'arakat Hukum Adat; dan/ata.t
c. hak untuk rnenjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan

pengetahuan, ekspresi budaya tradisional serta kekayaan intelektual
lainnya.

Fasal 9
Hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huntf b,

meliputi :

a. hak atas perlindungan lingkungan hidup;
b. hak untuk mend.apatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas

informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan

lingkungan hidup sesuai dengam kearifan lokal; danf atau

c. hak atas pemulihan lingkungan hidup di wrlayah adat )ang mengalami

kerusakan.
Pasal 1O l

( 1) Hak untuk menjalankan hukum dan peradil.an adat datam penyelesaian

scngketa terkait dcngan hak-hak aCat dan pelanggaiah atas hukum

adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi :

a. penvelesaian terhadap sengketa internal Mas"arakat Hukum Adat;

b. penyelesaian terhadap sengketa antar Masyarakat Hukum Adat;

dan/atau
c. peny-clesaian terhadap senglieta antar Masyarakat llukum Adat

dengan pihak lain.
r2) pemerintah Daerah mengilrusutamakan penyelesaian sengketa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melroangun komitmen
f,ersarna antar Pemangku Kepentingan yang teri.ait.

3 r Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
Ps.sal 11

::ak atas tanah ulayat, wiiayah aciat, dan sumber daya alam sebagaimana

:rmaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi :

a. hak ulayat yang meliputi norna dasar, komunitas otonom, kekuatan
hukum dan otoritas, teritori dan yurisdiksi;

b. hak aias tanah, hak atas w'ilayah dan sumber daya alam yang bersifat
komunal dan perorangan, yang dimiliki, dikuasai, ditempati dan/atau
dimanfaatkan secara turrn temumn yang Ciperoleh melalui mekanisme
lain yang sah menurut hukum adat setempat: dan/atau



sumbfr dava a-lam dengan menggunakan cara yeng sesuai dengan

kearifan lokal dalam Masyarakat Hukum Adat.
Pasal 12

:jak atas pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e,

:neliputi :

a. hak untuk mendapat akses pelayanan di bidar.g pendidikan, kesehatan.

ekonomi, hukum dan politik;
b. hak untuk mengembangkan bentuk penrbangunan yang sesuai der-gan

kebutuhan dan kebudayaan Masyarakat Hukum AdaU

c. hak untuk terlibat dalam prograrn pembangunan Pemerintah Daerah
pada tahap perencanaan dan pelaksanaan;

: hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai

piograin pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah dan

P,trak-pihak larn di luar Pemerintah yang akan berdampak pada tanah,
,*-ila]'ah, sumber daya alam, bu,Jaya dan sistim Pemerintahan adat;

' ::ak untuk menolak bentuk pembanEUnan yang tidak sesuai dengan

xebutuhan dan kebudayaannya; dan/atau
. hak untuk mengUsulkan bentuk pcmbangunan yang sesua-i dengan

asprrasi dengan kebutuhan Masyarakat Hukum Adat.

Bagiun Kedua
riewajibar.
Pasal 13

:,r'*'a.liban Masyarakat Hukum Adat, meliputi :

. ::renghormati prinsip-prinsip dalam l'legai: Kesatuan Republik
:-,1 ^---;^..: r uU I l! JI4l

: ::renjunjung tinggr Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Repu blik lndonesia'lahun 1 945;

, ::renghormati dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang
:--'^r.,,,

* :::rnqhorrnati cian menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan cian

.;iiliaj-lfaatan:
: =.e:-rehormati 

dan men-iun_iung ting$ Hak-hak Asasi Manusia dan nilai-

:---.' <en:lalusian;
- ::-.:-.rorTnari dan menjunjung tinggi hak-hak perempuan dan anak;

5 =-.;1grpa1'akan penyelesaian konflik dan sengketa melalui cara- cara

' z::-?'^ can bermartabat;
:- -.:::€:ar't aktif dan membangun kemitraan untuk mewujudkan

:e:.gakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum
. _ _ -. ..i^----*r.-. uaJl

:{r-,eral'} aktif dan membangun kemitraan untuk mewujudkan
::: Er-am pembangunan. LL



BAB V
PENGAKT'AII DAN PERLINDUNGAII MASYARAI(AT TIT'I(TIM AT'AT

Bagiaa Kesatu
Tahapaa dan Pembentukan Panitia

Pasal 14
pensakuan dan Perlindungan Masvarakat Hukum Adat dilakukan
meiaiui tahapan :

a. i-entilikasi Masyarakat l.'Iukum Adat;
b. r'erifikasi dan validasi Masyarakat Hukum Adat; dan

:. penetapan Masyarakat Hukum Adat.
Pasal 15

3;:ai melakukan Pengakuan, Perlindungan dal iemberdayaan

l'1. s"'a,i-akat Hukum Adat di Daerah.

- =-ZirL meiakukan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan

1.1.s', arakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

:'*:a:r membentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat'
Pasal 16

. --..*a.\lasiaraliat llukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal

- : =-."ai i2) bersilat ad hoc yang dibentuk untuk jangka waktu 3 (tiga)

:_- ..,-.
j -:-*<iilr keanrgotaan Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana

:-::-.<sud Pada aYat (i) terdiri atas :

= Sei<-reia,iis Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota;

: repala Perangkat Daerah yang membidangi urusan

lemberdayaan masyarakat Desa sebagai Sekretaris merangkap

a:rqgota; dan

- .:-:ggora meliPuti unsur :

- iiepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah;

. Carnat;
3 Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait

\trasvarakat Hukum Adat;
: .dkademisi yang memiliki keahlian dalam bidang Hukum Adat

:a;: IlasYa-rakat Hukum Adat;
: --e::rbaga Swadaya Masyarakat yang memiliki keahlian dalam

:-i:-nq Hukum Adat dan Masvarakat Hukum Adat; dan

a . rkoh Masvarakat Hukurn Adat 2 (dua) orang:
r-:- -,: - - ?a:iia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dirnaksud

;"=:' ' :'' . '., i l: "iruf c angka 3 ditunjuk oleh Bupati'
- - :- - r- l,{ a s..'a-rakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

: -:-- : ;:Eka 6 mengajukan permohonan kepada Bupati dan

=_.:1 
- : ;.a--sai rekomendasi dari organisasi Masyarakat Hukum A<lat.

i - = *--::: iianggotaan Panitia Nlasyarakat Hukum Adat ditetapkan

-:Ii 1 :'::;:USa;i BUPati.

Bagis! Kedus
Identifikasi Haryeraht EElnrE Adat

k881 17
epd mel,alui Camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud

----l-^. L--l-.- ^I^+



Pasal 18

,dentifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dapat

irlakukan sendiri oleh Masyarakat Hukum Adat dan dapat didampingi

:leh Mitra.
\Iasr-arakat Hukum Adat atau mitra sebagaimana dimaksud pada ayat

, dapat merninta saran dan masukan dari Panitia Masyarakat

.';kum Adat selama proses identifikasi.
3.:ciasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

l.1,sr-arakat Hukum Adat dan mitra mengajukan laporan hasil

:::----iLkasi kepada Panitia Masyarakat Hukum Adat untuk selanjutnya

---.r-kan verifikasi dan validasi.
Pasal 19

-=:,-:=;: hasil identihkasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

: --:=:at informasi wajib dan informasi tambahan'

::::=-=s: rr'ajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

: ;:::it-ogrs lraitu nama wa\, sejarahwa'u atau sebutan lainnya;

: l:*--:::a-x yaitu narna Gentlang, nama Lingko atau sebutan

,:1,---. A.

: -:=-laga 1-aitu nama Tu',a Golo, nama T\l'a Teno, nama T\l',a

_*_-.;.zng. narna Tu',a Panga, nan1:Ia T\t',a KilO ataU Sebutan lainnya;

: _-=:::aliEax Hidup yaitu nama Mbaru Bate Kaeng, nalna ut"a Bate

--,*:: :arna l{otas Bate Labar, nalna wae Bate Telan, nama compang

i,=e Taratng atau sebutan lainnya; dan

: n* :.=-a ]-attu jenis Rukuljenis Kuta/jenis Sake,/jenis Woni/ienis

-*,-*J -e:tis Mawadan jenis Cekiatau sebutan lainnya;

,-*::-=-7s- '-a:n'oahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

: i----jl sosral. kultural dan spintual di dalam Masyarakat Hukum

ll,. - r :.

: :-_:--:gai llasyarakat Hukrrm Adat yalrg bersangkutan dengan

l.t,;,::''-*'ai Hukum Adat Yang laLn;

: :{- --l'r- :=nosrafis Masyarakat Hukum Adat;
- : -:-:€: :E:ie-nidupan dan penghasilan Masyarakat Hukum Adat;

* -:'-: a--a* -lDacara adat;

- t: :...: -ij- * a:: rad i sional dar-.. ekspresi budaya tradisional;

n .-=--o: .;'"'a ii-arrr dan sumber dalra hayati )/arlg berada di wilayah
",[, r, -1:'- i='-:-i'.:kum Adat; dar,latau

* rm:--: ;-:-,=: aiar )'ang batasnya telah d.isepakati oleh Masyarakat

- _j*j- .r.:a: j trig bersangkutan bersama dengan pihak yang

il- j -^':-::--.-a :f : :ra'Lasan den gan wilayah adat'

Bagiaa Ketiga
Veri-Ehsi dan Validasi Mas5rarakat Hukum Adat

Pasal 2(}
&n validasi Masyarakat Hukum |Ldat dilakukan oleh

Iasjrarakat Hukum Adat selama 3O (tiga puluh) hari
h4sil identifikasi Masyarakat Hukum Adat.

dan validasi sebagaimana rlimnksud pada ayat (1)



Pasal 21
- Panitra Masyarakat Hukum Adat menyampaikan rekomendasi

lcnqakuan Masyarakat Hukum Adat kepada Bupati berdasarkan hasil
". .:irlKasl dan vahdasi.

- --"-:l:an Panitia Masvarakat Hukum Adat kepada Bupati sebagaimana

-.'-::-a<sud paC.a avat tl\ pa\ing \ama ? (tuiuh\ han sejak d\rmumkan
:- = sr- .,-eniri<asi dan validasi.

Bagian Keempat
Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukun Adat

Pasal 22

: *: = * :::elakukan Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
-n: i - : :":---^-z: rekomendasi Panitia Masvarakat Hukum Adat
,;-.:;1-:r.:ii dimaksud dalam Pasal 2L ayat (21 dengan Keputusan

- -:,:--

BAB \II
PEI{TELESAIAN SENGKI TA

Pasal 23

*:- ;1'-rii: keberatan terhaciap hasil verifikasi dan validasi
,r.':,: - :,::ran; dimaksud dalam Pasal 20 ayat (21 kepada Panitia

:: j:,' ;: :--'-<ttm Adat.

:: - -l-:-,:S- aa-rr lalidasi diumumkan.
- : t:- - 1- :::capat keberatarr sebagaimana dimaksud pada ayat l2),
r'.- : --:.:-.::kan verifikasi dan validasi ulang.
,i- :-::- :a:- r'alidasi ulang sebagaimana dimaksud pada a-vat (3)

:-- . --- r .-i:rrra'.an hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.
: . i - , ::--l----=s. aa-i-r validasi ulang sebag4imana dimaksud pada ayat (4)

: -: :rr--'r :..:aga-i hasil veritilcasi dan validasi tinal.

: ---- : " -:j. '"':':::si ulang diatur d.engan Pert^iuran Bupati.
Pasd 24

| ,-".,- -., :::=s-.'arakat hukum Adat keberatan terhadap Keputusan
: -:.- 1:-.:-=::-ara dinraksud dalam Pasal 22, dapat mengajukan

:: -," -- , -: -";::. -; Pe;gadilan tata Usaha Negana.

: : i"r :1 s:::g{eia atas pengajuan keberatan sebagaimana
- -..:-- :=:a avat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan
_*_ - -:* r- :-:a::gan.

BAB \III
FE}{SERDAYAA.iI MASYARAXAT HI'I(I'U ADAT

Pasal 25
r*i- :,:-- ='., 

)'-:. J,{as.,'aiakat Hukum Adat dapat dilakukan tanpa adanya
:'':- i',-.- -.:. ii :,.- ea-ilrlana dimaksud dalam Pasai 22 ;

:'r:::e *-.,.=:-. ],lasvarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada

-r



{3} Pemberdayaan masyarakat sebagaia}ana dimaksud ,pada ayat {2} Capat
berasal dari Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah maupun
Pihak lain.

Pasal 26
Femberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, meliputi :

€r- Pendidikan, pen5ruluhan dan pelatihan;
b- Pendampingan;
c- Kemitraan usaha;
& Kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
e- Penguatan kelembagaan; dan
f Dokumentasi dan pelestarian kearifan lokal, bahasa, tradisi,

kebudayaan, pranata adat, pengetahuan tradisional serta ekspresi
budaya tradisional.

Pasal 27
flt Femerintah Daerah menlnrsun Pola Pemberdayaan Masyarakat Hukum

Adat.'
ff Fola Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud

paCa ayat (U menjadi pedoman untuk nlerencanakan dal
melaksanakan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

p| Fola Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat mempurtimbangkan
kepentingan Masyarakat Hukum Adat dan kemungkinan ketedibatan
Pihak lain.

[] Xetentuan lebih lanjut mengenai Pola Pemberdayaafi Masyarakat

Hukum Adat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
TUGAS DAIT I(EWE$AITGAIT PEMERIIY?AH DA.ERAII

Pasal 28
kmerintah Daerah bertugas :

r rcmberikan pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat;

b mnjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhem hak-hak
Xasfaratat Hukum Adat,

c 'rrngembangkan dan melaksanakarr program pemberdayaan

Xasyarakat Hukum Adat;
d. 111eulediakan sarana dan prasarana yang diperlukan Masyarakat

Hulnrm Adaq
c. rnplelnrknn sosislisrasi dan informasi program pembangunan kepada

faqlaratat Hukum Adat; dan
f merakrrkan pendampingan kepada Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 29
kintah Daerah berwenang :

L r-.rrnpkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat;
b. mpkan ketlijakan mengenai pengakuan terhadap Masyarakat

Iftftun Ad,aq

c. -'-rrFken kebijakan untuk menjamin pereghormatan, perlindungan
rlr.r -1uhan hak-hak Masyarakat Hukum Adaq

a- ryUa kebijakan mengenai program pemberda3raan Masyarakat
hfdaq



kepada Masyarakat Hukum Adat; dan
g menetapkan kebijakan mengenai pendampingan bagt Masyarakat

Hukum Adat.

BAB D(
KEMITRAAN MASYARAI(A'T HUKUM AI)AT

Pasal 30
i ) llasyarakat l{ukum Adat mempunyai kemitraan strategis dengan

Pemerintah Daerah dan Pemangku kepentingan lainnya.
2l Kemitraan strategis merupakan forum komunil:asi dan kerjasama

antara Pemerintah Daerah, Masyarakat Ht'kum Adat dan Pemangku
kepentingan lain.

31 Pemerintah Daerah harus melibatkan It{asyarakat Hukum Adat dalam
setrap rencana pembangunan atau program Pemerintah Daerah yang
bersentuhan dengan Masyarakat Hukum Adat.

aspek :

a. Pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
: Pengelolaan dan pelestarian kawasan dan fungsi hutan;
: Dokumentasi, perlindungan dan pelestarian bahasa, tradisi,

kebudayaan, pranata adat, hak kekayaan intelektual (pengetahuan

radisional, ekspresi budaya tradisional serta kekayaan intelektual
.a;nnya);

: Pembangunan dan investasi di wrlayah adat atau yang
:erdampak bagi Masyarakat Hukum Adat;

- Penyelesaian konflik dan sengketa yang berkaitan dengan

\lasyarakat Hukum Adat; dan
: lcmbcrdayaan Masyarakat Hukum Adat.

BAB X
PET{DANAAT{

Pasal 31
:..-, '' :rava yar'g diperlukan dalam Pengakuan, Perlindungan dan
:'::::e ::a)'aan Masyarakat Hukum Adat dibebankan pada :

= :-::i.ia;a:l Pendapatan dan Belanja Daerah;
: -*-,i.:a:an Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
: S -:::er lain yang sah dan tidak mengikat menurut Peraturan

-: : :- ";: :a;lg-undangan,'ang berlaku. tOe



BAB XI
KETEilTUAII PEI{UTUP

Pasal 32
;::.:uran Bupatr sebagai peiaksanaan Peraturan Daerah ini, harus

:..-:apka11 paling lama 1 (satu) Tahrtn terhitung sejak Peraturan rlaerah

-:.. li:noangkan.

' Fnsrl 80
Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

"t5il sctiap orang mengrtahuinya, tne mrrirrtahkan p*ngundangan

funrruran Daerah ini dcngnn pfnempat{rnnya dalam Lrmbaran Daerah

*auupatcn Manggerai Timur. rJ-

Ditetepkan di Borong
pada tanggal 22 Juni 2018

tr BUPATT [rAt(GGAnAI TrmuR.,

- - -:-i-i-al1 di BOrOng
:';.-21 22 J.utri 2018

SEI(R ARIS DAEEAH I{ABUPATDN MANGGARJTI TITIUR' t -

.".A.;:'A}{G FANSI ALDUS

-,E'u:l{.RAH DAER.A,TI I{A,BUPA|fEII IIIAIIIGGAXAI TI}IUR TAHUI{ 2018
s0NoR 1

r O REG PERA?URAT{ DA.ERAII I(AJBUPATEI{ IUAITG&ARAI TIMT'R,
PR.O\I'IHSI NUSA TEilGCAd.f TIMUR : I{OMUR L, I{OUOR CIl/TAIIUl{
ri: Q

>>-



PEI{JELASAIT

ATAS

PER/TTURAN DAERAII I(ABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR 1 TAIIUN 2018

TENTANG

PENGAKUAN, PERLINDUT{GAN DAT{ PEMBERDAYAAIT

, MASYARAI(AT HUKUM ADAT

T. UMUM.

Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat ini merupakan penjabaran

lebih lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 lahun
2Ol4 tentang Pecloman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat

ilukun Adat. Peratui'an Daei'i:.h iiii pedu dibeiiiuk dalain rangka
mengakomodasi kondisi khusus yang ada di Kabupaten Manggarai

Timur. Secara umum, peraturan daerah ini mencakup pedoman bagi

proses dan bentuk pengakuan, perlindungall dan pemberdayaan

keberadaan Masyarakat Hrrkum Adat beserta hak-haknya. Hal lain
yang menjadi aspek iundamental adalah terkait kewajiban
pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait dalam
pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan Masyarakat Hukum
Adat di Kahupaten Manggarai Timur.

II. PAS-^L DEMI PASAL.

Pasal 1

CukuP Jelas

Pasal 2

- Yang dimaksudkan dengan uasas keadilan" adalah bahwa
pengukrrhan dan penguatan hukum adat harus mencerrninkan
keadilan secara proporsional tidak hanya bagi Masyarakat
Pengemban Hukum Aclat, melainkan juga unsur masyarakat
lain. Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai perlakuan yang
sama, melainkan iuga tindakan afirmatif yang diperluk.rn dalam
mendorong penguatan hukum adat. Disamping itu keadilan
tidak hanya dimal<nai sepanjang memenuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan saja, meiainkan juga
memenuhi standa.' nilai, norrna dan kebutuhan para pihak yang
diimplementasikan dalam kesadaran komitif ddam ruang
sosial, kulturai dan sPirirua-i.

- Yang dimaksudkan dengan "asas kemajemukan" adalah bahwa
kondisr hukum aCat dan masyarakat pengemban hukum adat di
Kabupaten Manggarai Timur sansadah beragam. Kemajemukan
tersebut dituniukkan baik dari struktur sosialnya, nilai dan
norrna yang dianutnya, lembaga adarny'a serta praktek
Denerapan hukum adatnl'a. Kemaie;::ukan tersebut perlu



yang tidak dapat dipaksakan untuk menjadi seragam. Asas
Kemajemukan juga berarti bahwa negara mengakui kedudukan
hukum adat, bcrsama dcng,an sistem hukum negara dan sistem
hukurrr agama, sebagai 'r-lnsur pembentuk sistem hukum
nasional yang berlandaska.n pluraiisme hukum.
Yans dimaksudkan dengan uasas keseimbangan" adalah bahwa
koeksistensi sistem hukum adat, bersama dengan sistem
hukum lain, seperti hukum negara dan hukum agama, perlu
diarahkan pada relasi yang seimbang, aktif dan produktit-.
Disamping itu pengukuhan dan penguatan hukum adat di
Kabupaten Manggarai Timur dilakukan dengan memerhatikan
keseimbangan kepentingan masyarakat pengemban itu sendiri
serta kepentingein bangsa dan negara.
Yang climaksudkan dengan 'asas partisipasi" adalah bahwa
pengukuhan dan penguatan hukum adat didasarkari pada
kesadaran bahwa hukum adat merupakan sistem nilai dan
norna yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat
pcngembannla. Olch karcna itu, Pemerintoh Daerah
berkewajiban mendorong dan membuka peluang bagi partisipasi
aktif dari masyarakat pengemban hukum adat di Kabupaten
Manggarai Timur dalam melakukan identifikasi. memetakan,
mendokumentasikan, memberlakukan dan menerapkan, serta
mclcstarikan IIukum Adatnya. Program pengukuhan dan
penguatan hukum adat yang dijalankan pemerintah daerah
harus berangkat dari kebutuhan dan memberikan kesempatan
rnnqvnrnlznt nencemhnn hrrl.rrm nrlaf rrnfrrlr ilzrrt epr!4 r-{olomalrgL uvr Lq u4utl

proses perencanaan dan pengambilan keputusan.
Yang dimaksudkan dengan "asas kesetaraan' adalah bahwa
pengukuhan dan penguatan hukum adat di Kabupaten
Manggarai Timur dilakukan tanpa diskriminasi yang
berciasarkan warna kuiit, jenis kelamin, iatar kesukuan dan
etnis, latar sejarah, latar budaya, kepercayaan, dan tingkat
pendidikan.
Yang climaksudkan dengan "asas kemanusian" adalah harus
mencerminkan pcrlindungan dan penghormatan hak asasi
manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan
penduriuk Indonesia secara proporsional. Pengakuan,
oerlindungan dan pemberdavaan Masyarakat Hukum Adat
berasaskan keberlanjutan lingkungan dimaksudkan bahwa
pcncgasan atas kcsadaran global bahwa nasib manusia
sesungguhnya tergantung pada kemampuannya mengelola
lingkungan hidup tempat di.r berdiam dan hidup di dalan:nya.
Lingkungan yang tidak memenuhi syarat-syarat minimal untuk
mendui<ung kehidupan akan mengakibatkan bencana bagr
manusr.a Pnnsip ini mesti dilakukan secara integratif oleh
semua ru:ai dalam pembangunan. Secara sederhana dapat
dika--a,-:a:: :'ai.*'a crinsip ini menghimbau malusia untuk
blai-:.= :: 1= nelihat eksistensi linr:kungan sekaligus supaya
----t-t--_ 

r,



Pasa. 3

Cul<up jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksudkan dengan "Karakteristik Masyarakat Hukum Adat"
dalam pengertian ini adalah Masyarakat Hukum Adat dengan corak
teriLorial grnealogis. Pada umumnya masyarakat hukum adat ini
memiLiki pandangirn hidup yang utuh mengenai rLlang hidupnya
yang tercerrnln clan ungkapan seperu :

a. mbaru bate kaeng, berupa rumah adat yang digunakan sebagai
pusat aktivitas adat;

b. natas bate labar, berupa halaman rumah yang berfungsi sosial
kemasyarakatan;

c. uma bate ciuat, berupa wiiayah perladangan sebagai
sumber penghidupan;

d. wae bate telat berupa sumber mata air: dan
e. compang bate talotng, berupa altar batu yang terletak di tengah

kampung scbagai tcmpat mcletakkan sesaji.

Pasal 7

Cukup ielas

Pasal 8

Cukup ielas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 1O

Cukup ielas

Pasal I 1

Cukup -ielas

Pasal 12

Cukup -ielas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

C'-rkup jelas

Pasal 15

Cukuo ielas



Pasal l6
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan oMitra" adalah OPD yang menangani
urLlsan Masyarakat Hukum Adat, Tokoh Akademisi ,
Perguruan Tinggi dan/ atau Organisasi non-Pemerintah yang
bergerak di bidang kebudayaan atau Masyarakat Hukum
Adat.

Avat (2)

Cukup Jelas

Avat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 2 1

Cukup jelas

Pasal22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

C:rkup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas



Pasar 3o 
I

Ayat (1) |
{

Yang dimaksud dengan "Pemangku Kepentingan lainnVa, 
1

adalah perorangan, pemerintah, lembaga swad.aya
masyarakat, perguruan tinggr, badan usaha, organisasi
keagarnaan, atau badan lain yang memiliki komitmen untuk
berkontribusi dalam pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat.

Ayat {21

Cukup ielas

Ayat (3)

Cukup ielas

Ayat (4)

Cukup ielas

Pasal 31

Cukup ielas
Pasal 32

Cukup ielas

Pasar 33

Cukup ielas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAI{ KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR 142


